PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang: a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupater/Kota,
Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk
menetapkan urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan
dengan Peraturan Daerah,

b. bahwa urusan wajib diselenggarakan dalam rangka
memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan urusan
pilihan merupakan urusan prioritas pengembangan potensi
daerah sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah;

c. bahwa Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah, belum sepenuhnya

z sesuai dengan kondisi riil, kekhasan dan potensi unggulan

: Daerzh;

' d. bahwa untuk menindakianjuti hasil klarifikasi Gubernur
Bali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, perlu
dilakukan penyempumnaan terhadap Peraturan Daergh
dimaksud,




Mengingat :

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu
membentuk Peraturan Daerzh tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggaras Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655 };

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 f{entang

Pembentukan Peraturan Perundang — undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389),

. Undang-Undang Nomor 32 Tahum 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737,



Dengan Persefujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANY AR
| dan
BUPATI GIANY AR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 35
TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun :
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar ‘
Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf n, huruf q, dan huruf z diubah, dan ayat (3)
ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf f, huruf g, dan huruf h, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
pendidikan;
kesehatan;
pekerjaan umum;
perumahan;
penataan ruang,
perencanaan pembangunan;,
perhubungan,
lingkungan hidup;
pertanahan;
kependudukan dan catatan sipil;
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
keluarga berencana dan sejahtera;
. sosial;
ketenagakerjaan;
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koperasi dan usaha kecil dan menengah;
penanamnan modal;

kebudayaan,

kepemudaan dan olahraga,

kesatuan bangsa dan politik dalam negert;
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian dan persandian,
pemberdayaan masyarakat dan desa;

statistik;

kearsipan;

perpustakaan,

komunikasi dan informatika; dan

ketahanan pangan.

(2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan,
dan potensi unggulan daerah,

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

SR Me a0 o

kehutanan;

energi dan sumber daya mineral,
kelautan dan perikanan;
perdagangan;

perindustrian;

ketransmigrasian;

pariwisata; dan

pertanian.

2. Lampiran ;

huruf G, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Sub
Bidang Perkeretaapian, dihapus;

huruf N, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenaga Kerjaan dan
Ketransmigrasian, diubah; :

huruf Q, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan
Pariwisata, diubah;

huruf Z, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan
Ketahanan Pangan, diubah; dan

setelah huruf EE, ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf FF, huruf GG dan
huruf HH, ,

Sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini.

a

b.

C.

d.
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Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan petiempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Gianyar.
Ditetapkan di Gianyar
lé” -
b
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] A ARDHANA SUKAWATI
Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 15 Oktober 2010

RAH KABUPATEN GIANY AR,

SEKRETARI§R¢

-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2010 NOMOR 12.



